
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,mengatakan bahwa Desa 

sekarang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.Undang-Undang Desa dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan 

Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom/otonomi 

Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menjadi 

bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan penguatan praktik demokrasi 

ditingkat lokal. 

Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi sarana bagi proses/upaya secara 

sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat agar dapat mengatasi permasalahanyang dihadapi.Sejumlah peluang, 

dan tantangan dapat disajikan dari telaah terhadap Undang-Undang Desa dan 

Peraturan turunannya.Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa 

telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat 
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menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Sejumlah peluang dari implementasi Undang-Undang Desa akan 

dihadapkan dengan sejumlah tantangan , baik dari luar Desa maupun internal  

Desa dan salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur 

Pemerintah Desa.Dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan 

bahwa pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu PerangkatDesa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Desa. 

PerangkatDesa merupakan sumber daya manusia aparatur di sektor publik 

yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap pelayananmasyarakat. Oleh karena itu 

kinerja PerangkatDesa merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan yang ada di masyarakat, Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
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Dalam pelaksanaanya dana Desa diserahkan langsung kepada Desa dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proses 

pencairan Dana Desa itu sendiri harus melengkapi beberapa persyaratan 

diantaranya harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban Petinggi, Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA),Rencana Anggran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes), yang semuanya itu di tuangkan dalam Peraturan Desa, dengan 

demikian beban pekerjaan dari Petinggi dan PerangkatDesa semakin 

besar,disamping harus menyelesaikan berbagai Peraturan Desa, juga harus dapat 

melayani kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.. 

Beban kerja PerangkatDesa menjadi masalah karena terjadi ketidak- 

seimbangan beban kerja. Ada PerangkatDesa yang dengan beban kerja berat dan 

banyak ditambah lagi harus melayani kepentingan masyarakat Desa namun ada 

juga PerangkatDesa yang mendapatkan beban kerja yang terlalu ringan bahkan 

sering tidak masuk kantor. PerangkatDesa yang berada dibalai Desa itupun tidak 

semuanya melaksankan tugas dan fungsinya masing-masing, masih ada beberapa 

PerangkatDesa yang tidak melaksankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Pemerintah Desa.Terjadinya ketidak seimbangan beban kerja tersebut 

mengakibatkan timbulnya permasalahan keterlambatan dalam menyelesaikan 

laporan-laporan sesuai batas waktu. 
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Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pendamping Desa diperoleh 

keterangan bahwa sampai dengan saat ini masih ada Desa yang belum dapat 

meyelesaikan Laporan-laporan yang menjadi tanggung Jawab Pemerintah 

Desa,sebagai persyaratan dalam Pencairan dana Desa. Keterlambatan tersebut 

dikarenakan beban dan tanggung jawab dalam penyelesaian Laporan-Laporan 

hanya dilakukan oleh PerangkatDesa tertentu saja bahkan dibebankan pada 

PerangkatDesa yang tidak sesuia tupoksinya, sehingga tidak dapat menyelesaikan 

laporan tepat pada waktunya. 

Permendagri No 12 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis 

Beban Kerja di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri,menyatakan bahwa beban 

kerja merupakan besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit 

organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan normal waktu.Jika 

kemapuan pekerjaan lebih tinggi dari pada tuntutan pekerjaan maka akan muncul 

perasaan bosan namun sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah dari pada 

tuntutan pekerjaan maka akan muncul kelelahan yang lebih.Menurut Munandar 

(2010:381), menjelaskan bahwa beban kerja dapat dibedakan atas beban kerja 

berlebih dan beban kerja terlalu sedikit atau berkurang. Oleh karena itu  

pembagian beban kerja yang tepat dan sesuia dengan kemampuan dari 

PerangkatDesa sangat penting untuk diperhatikan. 

Hasil penelitian pengaruh beban kerja terhadap kinerja, Moniharapon 

(2018), Pranaputra (2019) dan Putri (2017)yang menyimpulkan beban kerja 

berpengaruh signfikan terhadap kinerja. Hasil berbeda didapatkan Paramitadewi 
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(2017) dan Karlina ( 2017 ) yang menyimpulkan bahwa beban kerja berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja 

Tingkat stress PerangkatDesa cukup tinggi dikarenakan beban pekerjaan 

yang bertambah karena pemerintah Desaharus dituntut untuk menyelesaikan 

berbagai macam laporan-laporan tepat waktu agar Anggaran Pendapatan Desa 

lewatdapat segera cair dan dapat digunakan peruntukkannya, belum lagi 

PerangkatDesa harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatsesuai 

dengan keinginan masyarakat.Akibat kondisi tersebut menyebabkan kemampuan 

dalam bekerja lebih rendah dari pada tuntutan pekerjaan sehingga muncul rasa 

kelelahan yang lebih dan perasan yang membosankan dari PerangkatDesa itu 

sendiri sehingga mengakibatkan stress kerja dari Perangkat Desa itu sendiri 

PerangkatDesa yang tidak siap dan tidak mampu ini, dianggap sebagai beban  

kerja yang berat dan dapat mengakibatkan stres dalam bekerja yang pada akhirnya 

motivasi kerja menjadi berkurang sehingga kinerja menjadi menurun. 

Bangun (2012;231) berpendapat bahwa kinerja (performance) adalah hasil 

pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan 

(job requirement).Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat 

dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan 

(job standart).Seorang pegawai dikatakan berhasil melaksanakan pekerjaannya 

atau memiliki kinerja baik, apabila hasil kerja yang diperoleh lebih tinggi dari 

standar kinerja.Kinerja sangat erat kaitannya dengan seberapa besar beban kerja, 

stres kerja dan motivasi kerja Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawabnya.Semakin rendah beban 
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kerja dan stres kerja Perangkat Desa, maka semakin baik kinerjanya.Begitupun 

juga semakin besar motivasi kerja PerangkatDesa semakin baik juga 

kinerjanya.Hasil penelitian Abdullah (2012), Oemar (2017), Zafar, Qadoos, 

Ayesha dkk (2015) menyimpulkan bahwa stress kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja. Hasil berbeda didapatkan Sugama (2017) yang 

menemukan bahwa stress kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kinerja. 

Berdasarkanuraian di atas dan penelitian terdahulu yang relevan, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Beban Kerja dan Stres 

Kerja terhadap Kinerja PerangkatDesa dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel 

Intervening seKecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.” 

 Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang timbul akibat dari Undang-Undang Desa No 6 Tahun 

2014 tentang Desaadalah semakin banyak tugas dan tanggung jawab yang harus 

diemban oleh PerangkatDesa sehingga beban kerjanya semakin bertambah, 

keterlambatan dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa, 

seperti penyusunan RPJM Des, Laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

keuangan Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desayang mengakibatkan 

tingkat stres PerangkatDesa cukup tinggi dikarenakan beban pekerjaan yang 

bertambah sehingga menurunkan motivasi kerja dan kinerja PerangkatDesa. 



7 
 

 

 

 

Tabel. 1.1 Laporan kegiatan Pemerintah Desa yang belum terselesaikan 

No Uraian Keterangan 

1. Laporan Pertanggung Jawaban 

Penyelenggaraan pemerintah 

Desa tahun 2019 

12 Desa Belum Melaporkan 

2. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa ( RPJM Des ) 

Petinggi terpilih ada Tuju Desa 

a. Damarjati 

b. Desa Pendosawalan 

c. Desa banyuputih 

d. Desa Manyargading 

e. Desa Bakalan 

f. Desa Batukali 

G. Desa Robayan. 

3. Profil Desa 12 Desa belum melaporkan 

4 Laporan Pertanggung Jawaban 

KPMD ( Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa ) 

12 Desa belum melaporkan 

5 Laporan Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 

2019. 

 

Sumber: Kecamatan Kalinyamatan, tahun 2020. 

 

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas terkait dengan beban kerja dan 

stress kerja, motivasi kerjayang berdampak pada menurunnya kinerja perangkat 

Desa, perlu dipahami sumber beban kerja dan stres kerja yang potensial dalam 

suatu organisasi agar dapat diupayakan pencegahan yang diperlukan.Kondisi 

beban kerja dan stres kerja yang dapat mengurangi pencapaian kinerja dapat 
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diantisipasi melalui motivasi sebagai variable intervening. Berdasarkan 

pertimbangan ini maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja PerangkatDesa se 

kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana pengaruh stress kerja terhadap kinerja PerangkatDesa 

sekecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja PerangkatDesa 

sekecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana pengaruh stress kerja terhadap motivasi kerja PerangkatDesa 

sekecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

5. Bagaimana pengaruh motivasi kerjaterhadap kinerja Perangkat Desa 

sekecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara? 

 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini: 

 

1. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja Perangkat Desa se 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

2. Menganalisis pengaruh stress kerja terhadap kinerjaPerangkat Desa 

sekecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

3. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerjaPerangkat Desa se 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

4. Menganalisis pengaruh stress kerja terhadap motivasi kerjaPerangkat Desa se 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 
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5. Menganalisis pengaruh motivasi kerjaterhadap kinerjaPerangkat Desa se 

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

dan pengembangan pengetahuan terkhusus Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian berikutnya 

yang mengambil judul yang sama dan obyek yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini antara lain: 

 

1) Untuk membandingkan antara pengetahuan teoritis yang penulis 

dapatkan selama mengikuti pendidikan dengan kenyataan yang 

sebenarnya terjadi dengan mendapatkan temuan-temuan baru di 

lapangan, disamping untuk mengembangkan dan memperkaya 

pengetahuan dan wawasan penulis. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi 

pemikiran kepada Pemerintah Kecamatan Kalinyamatan Jepara dan 

masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya 

meningkatkan kinerjanya. 



10 
 

 

 

 

3) Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap penelitian 

yang akan datang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 


